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3 Tahun 1985. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
12. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285. 

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. 
UU No. 5 Tahun 1986. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 
Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.  

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Partai Poitik. UU Nomor 2 Tahun 
1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4251. 
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Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 3 
Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810. 

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 4 Tahun 1999. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3811. 

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan 
Negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3850. 

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua. UU Nomor 21 Tahun 2001. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
135. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151. 

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Partai Poitik. UU Nomor 31 
Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809. 

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. UU Nomor 12 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4277. 

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 22 Tahun 
2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310. 

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan 
Wakil Presiden. UU Nomor 23 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4311. 

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 
24 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. 

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara . UU Nomor 
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9 Tahun 2004 . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380. 

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU 
No. 16 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401. 

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 
32 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. 

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh. UU Nomor 11 
Tahun 2006. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633. 

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Partai Politik. UU Nomor 2 Tahun 
2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801. 

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. UU No. 10 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4836. 

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya. 
PP Nomor 9 Tahun 1976. 

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya 
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1985. PP Nomor 19 Tahun 1986. Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1986 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3332. 

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Partai Poitik Lokal Di Aceh. 
PP Nomor 20 Tahun 2007. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 46. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711. 

Republik Indonesia. Penetapan Presiden Tentang Sjarat-Sjarat Dan 
Penjederhanaan Kepartaian. Penpres Nomor 7 Tahun 1959. Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 149. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1916. 

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Tentang Pengakuan, Pengawasan, dan 
Pembubaran Partai-Partai. Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140.  
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Republik Indonesia. Peraturan Presiden Tentang Perubahan Peraturan Presiden 
Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran 
Partai-Partai. Perpres Nomor 25 Tahun 1960. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2092. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Pasal 
85 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Pasal 12 
huruf b UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 mengenai pengujian 
Pasal 85 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan Pasal 12 huruf b UU No. 31 
Tahun 2002 tentang Partai Politik, diucapkan dalam sidang Pleno 
Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 28 
September 2006. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 mengenai pengujian 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Diucapkan pada Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada Senin, 23 Juli 
2007. 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib 
Persidangan pada Mahkamah Konstitusi. 

Keputusan KPU Nomor 105 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penelitian dan 
Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum. 

 Keputusan KPU Nomor 615 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan KPU 
Nomor 105 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Partai 
Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum. 
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